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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh pengetahuan 
pajak,penghapusan sanksi pajak dan pelayanan petugas SAMSAT terhadap kemauan membayar pajak 
Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 
Wajib Pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 di Kota Palembang. Data yang digunakan 
merupakan data primer yang diambil berdasarkan kuisioner yang disebarkan dengan teknik incidental 
sampling. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil dari penelitian bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan 
membayar pajak, penghapusan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar 
pajak dan pelayanan petugas SAMSAT berpengaruh negatif signifikan terhadap kemauan membayar 
pajak. Sedangkan   pengetahuan pajak, penghapusan sanksi pajak dan pelayanan petugas SAMSAT 
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 
Kata kunci : Pengetahuan Pajak, Penghapusan Sanksi Pajak, Pelayanan Petugas SAMSAT, Kemauan 
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor 
 
Abstrak 
This study aims to determine the influence of tax knowledge, elimination of tax sanctions and 
service of the SAMSAT officer to the willingness vehicle tax payment in Palembang. This study use 
samples of 100 car and motorcycle tax payers in Palembang. Data used in this study are primer data 
which taken by questionnaire distributed by incendental sampling technique. Analyzing technique used 
in this study is analysis of  multiple regression linear analysis. 
The  results of this study showed the result of of tax knowlwdge have a significant impact to 
willingness vehicle tax payment, elimination have a significant impact to willingness vehicle tax 
payment and service of the SAMSAT officer  have a negative a significant impact  to  willigness vehicle 
tax payment. While based on test results, tax knowledge, elimination of tax sanctions and service of the 
SAMSAT officer have impact to willingness vehicle tax payment. 
 
Keyword : Tax Knowledge, Elimination of Tax Sanction, Service of The SAMSAT Officer, Willingness 
Vehicle Tax Payment.  
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) salah satu sektor unggulan untuk 
meningkatkan penghasilan daerah, diharapkan PKB dapat meningkatkan penghasilan 
daerah seirama dengan meningkatkan jumlah kendaraan bermotor. 
Jumlah penduduk di Kota Palembang sebesar 3.069.947 jiwa,  salah satu kota 
terbesar di Indonesia (BPS,2018). Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Palembang 
juga berdampak meningkatkan jumlah kendaraan bermotor, dan akan meningkatkan 
penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berikut data jumlah kendaraan bermotor 
khusunya untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 di Kota Palembang 
. 
Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor 
Roda 2 dan Roda 4 
Di Kota Palembang Tahun 2013-2017 
 
Tahun Roda 2 Roda 4 Jumlah 
2013 768.375 208.826 977.201 
2014 834.810 226.698 1.061.506 
2015 877.947 243.647 1.121.594 
2016 888.449 254.698 1.143.147 
     2017 924.459 258.511 1.182.970 
 Sumber :BAPENDA, 2018. 
 
Dari data diatas jumlah kendaraan bermotor di Kota Palembang setiap tahunnya 
meningkat, yang lebih meningkat kendaraan bermotor roda 2 dibandingkan roda 4 tetapi 
kendaraan roda 4 juga meningkat setiap tahunya. Dengan meningkatknya jumlah 
kendaraan bermotor di Kota Palembang maka seharusnya dapat meningkatkan 
penerimaan pajak kendaraan bermotor.  
 
Tabel 1.2 Data Jumlah Penerimaan dan tunggakan Pajak  
Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4  
di Kota Palembang Tahun 2013-2017 
 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Tunggakan 
Pajak (Rp) 
2013 301.765.700.000 304.887.610.575 58.035.472.750 
2014 346.797.700.623 345.181.159.150 32.406.520.400 
2015 360.000.422.835 374.726.743.084 51.399.022.100 
2016 480.043.066.224 394.832.220.680 159.227.917.673 
2017 395.074.375.785 408.967.939.037 207.644.286.500 
Sumber: BAPENDA, 2018. 
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Pada tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi penurunan penerimaan pajak kendaraan 
bermotor sebesar 0,63%, tetapi pada tahun 2015 kembali meningkat penerimaan pajak 
bermotor sebesar 3.69%. Pada tahun 2016 terjadi penurunan yang sangat besar terhadap 
penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 21,84%, tetapi terjadi peningkatan 
jumlah kendaraan bermotor, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak kendaraan 
bermotor yang belum membayar pajak. Dari data diatas terlihat tunggakan kendaraan 
bermotor masih terus meningkat, terlihat pada tahun 2013, 2014, dan 2015 realisasi 
penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah mencapai target tetapi masih banyak Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor yang menunggak pembayar pajak. Dan pada tahun 2016 
terjadi penunggakan pajak yang sangat besar hampir mencapai tiga kali lipat dibanding 
tahun sebelumnya dan penerimaan pajak juga menurun tetapi jumlah kendaraan 
bermotor meningkat. Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov)  
melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melakukan program pemutihan pajak 
kendaraan bermotor selama September-Desember 2016 (m.Republika.co.id). 
Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dan meningkatnya kendaraan 
bermotor  di Kota Palembang serta fenomena yang terjadi maka pada penelitian ini akan 
meneliti “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penghapusan Sanksi Pajak dan Pelayanan 
Petugas SAMSAT Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor di Kota Palembang”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan batasan masalah dan latar 
belakang: 
1. Apakah pengetahuan pajak, penghapusan sanksi pajak dan pelayanan petugas 
SAMSAT berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor  Roda 2 dan Roda 4 di Kota Palembang? 
2. Apakah pengetahuan pajak, penghapusan sanksi pajak dan pelayanan SAMSAT 
berpengaruh secara simultan terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 di Kota Palembang? 
 
1.3  Ruang Lingkup Penelitian  
Berdasarkan data yang diperoleh Wajib Pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 
roda 4 oleh karena itu responden yang diambil Wajib Pajak kendaraan bermotor roda 2 
dan roda 4 di SAMSAT Palembang. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pengetahuan pajak, penghapusan 
sanksi pajak, pelayanan petugas SAMSAT terhadap kemauan membayar pajak 
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4  di Kota Palembang. 
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pengetahuan pajak, penghapusan 
sanksi pajak, dan pelayanan petugas SAMSAT terhadap kemauan membayar 
pajak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4  di Kota Palembang. 
. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Theory of Planned Behavior (TBT)  
1. Behavioral Beliefs timbul karena ada keyakinan dari individu atas hasil 
dari setiap satu perilaku evaluasi. 
2. Normative Beliefs untuk memenuhi harapan dari keyakinan motivasi orang 
lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atau atasan untuk 
meneyetujui atau menolak melakukukan sesuatu perilaku yang diberikan. 
3. Control Beliefs yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada 
pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau keyakinan hal-hal 
yang keberadaannya seberapa kuat menghambat atau mendukung perilaku 
hal tersebut. 
 
2.1.2 Perpajakan 
UU KUP Pasal 1 pajak merupakan kotribusi wajib dari negara  bersifat 
memaksa berdasarkan aturan Undang- Undang yang terutang oleh Wajib Pajak 
orang pribadi atau badan digunakan untuk negara sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat tetapi tidak memperoleh imabalan secara langsung. 
 
2.1.3 Pajak Daerah 
Pajak daerah iuran wajib yang diberikan Wajib Pajak sebagai hak 
pemerintah daerah dari iuran tersebut untuk penyelenggaran pembanguanan daerah 
dan kemakmuran rakyat. Pasal 2 UU No. 28 tahun 2009 Pajak daerah berasal dari 
pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota berakaitan dengan penelitian ini pajak 
Kendaraan Bermotor salah satu penghasilan pajak daerah dari Provinsi dan 
berperan penting juga untuk meningkatkan penambahan penerimaan pajak daerah. 
 
2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang pajak kendaraan bermotor semua jenis 
kendaraan beroda dan beserta gandengannya  yang digunakan disemua jenis 
jalanan darat digerakan oleh teknik mesin. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut 
berdasarkan kepemilikian atau penguasaan kendaraan bermotor. 
 
2.1.5 Teori Pengetahuan Pajak 
 Pengetahuan pajak meliputi pengetahuan ketentuan dan tata cara 
perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, pengetahuan 
mengenai fungsi perpajakan. Pengetahuan pajak dimana Wajib Pajak mendapatkan 
pengajaran dan pelatihan tentang tata laku akan  peraturan perpajakan bisa dari 
pendidikan formal ataupun non formal serta pengetahuan pajak yang didapatkan 
langsung dari  pelayanan petugas pajak  memotivasi para Wajib Pajak hal tersebut 
akan membuat Wajib Pajak mengetahui akan pentingnya pajak dan berdampak 
positif untuk membayar pajak (Lian, 2014). 
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2.1.6 Pelayanan Petugas SAMSAT( Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) 
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dibentuk guna 
memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang 
keinginannya diselenggarakan dalam satu gedung. SAMSAT tempat bagi Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor untuk membayar pajak, Samsat untuk mempermudah 
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diharapkan SAMSAT dapat 
memberikan pelayanan yang baik, berkualitas dan profisional terhadap Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor (Ndaru, 2018).  
 
2.1.7  Penghapusan Sanksi Pajak 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2017 tentang Tata 
Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau 
Pembatalan Ketetapan Pajak mengatur bahwa : 
1. Direktur Jendral Pajak karena jabatannya  dapat mengurangkan 
atau menghapus sanksi asministrasi berupa bunga, denda dan 
kenaikan yang ternyata dikenakan karena atas permohonan Wajib 
Pajk adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan 
Wajib Pajak. 
2. Permohonan penghapusan sanksi harus diajukan secara tertulis, 
disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jendral Pajak. 
 
2.1.8 Kemauan Membayar Pajak 
Menurut Nila (2012) konsep kemauan membayar pajak dimana seseorang 
rela untuk membayar pajak sedangkan konsep pajak dipaksakan oleh negara untuk 
menutupin pengeluaran umum. Sedangkan menurut Rahmawaty (2011) kemauan 
seseorang untuk membayar pajak yang akan digunakan untuk keperluan negara 
dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung. 
 
2.3 Kerangka Pemikiran 
 
  = Secara Simultan 
  = Secara Parsial 
Sumber: Penulis, 2018. 
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis 
Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan dan penelitian terdahulu maka 
didapatkan hipotesis, yaitu : 
H1: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. 
H2:Penghapusan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. 
H3:Pelayanan Petugas Samsat Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. 
H4:Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penghapusan Sanksi Pajak dan Pelayanan Petugas 
Samsat Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor. 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berdasarkan filsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sample tertentu, teknik 
pengambilan sample dilakukan secara random. 
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk 
penelitian survai berdasarkan data yang telah ditetapkan. Peneliti memilih jenis 
penelitian kuantatif karena menekankan pada aspek pengukuran dengan cara yang 
objektif terhadap fenomena sosial. 
 
3.2 Objek dan Subjek Peneliti 
Objek penelitian merupakan suatu artribut, sifat, nilai seseorang, dan kegiatan 
yang mempunyai variable tertentu untuk diteiti dan ditarik kesimpulannya  menurut 
Sugiyono (2013). Dari penjelasan tersebut maka objek penelitian ini pengetahuan pajak, 
penghapusan sanksi pajak, dan pelayanan petugas SAMSAT. 
Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam 
penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum penelitian siap untuk mengumpulkan 
data menurut Sugiyono (2013). Dari penjelasan tersebut subjek penelitian ini  kantor  
SAMSAT di Kota Palembang. 
 
3.3 Jenis Data 
Data primer adalah semua informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan 
dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung. 
Penelitian ini mengunakan pengumpulan data secara primer, yaitu dengan 
membagikan kuisioner kepada Wajib Pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 di 
Kota Palembang di SAMSAT Provinsi Sumsel tahun 2017.  
 
3.4 Teknik Pengambilan Sampel 
3.4.1 Populasi  
Menurut Sugiyono (2013) populasi merupakan suatu wilayah generalisasi 
yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang 
ditetapkan penelitian untuk di pelajari dan kemudiaan di tarik kesimpulan, populasi 
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yang akan diambil dalam  penelitian ini  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Roda 2 
dan Roda 4 Kota Palembang tahun 2017 sebanyak 1.182.870 Wajib Pajak. 
3.4.2 Sampel 
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Nonprobability 
sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang 
atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 
menjadi sampel dengan teknik incidental sampel yaitu teknik penentuan sampel 
berdasarkan siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 
sebagai sampel bila orang tersebut dianggap cocok sebagai sumber data. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini menggunakan kuisioner, setiap variabel tersebut diukur 
dengan skala likert. Penelitian ini mengukur dengan empat variabel pengetahuan pajak, 
penghapusan sanksi pajak, pelayanan petugas Samsat dan kemauan membayar pajak 
dengan menggunakan skala likert  yang berisi lima tingkat preferensi lima jawaban. 
 
3.6 Teknik Kualitas Data 
3.6.1 Uji Validitas 
Menurut Ghozali (2016) uji validitas mengukur sah atau tidaknya kuisioner. 
Untuk mengukur validitas menggunakan korelasi bivariate antara masing-masing 
skor indikator, dengan total skor konstruk.  
 
3.6.2 Uji Reabilitas 
Menurut Ghozali (2016) kuisioner dapat reliable jika jawaban seseorang 
terhadap pertanyaan atau peryataan dapat konsisten dan stabil dari waktu ke 
waktu. Pengujian ini menggunakan pengukuran one shot atau pengukuran sekali 
saja dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi 
antar jawaban pertanyaan dengan teknik Cronbach’s Alpha. Cronbach’s Alpha 
adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara 
skala yang dibuat dengan semua skala variable yang ada. Pengujian dilakukan 
pada setiap butir pertanyaan pada tiap butir pertanyaan yang variable. Suatu 
konstruk atau variable dikatakan reliable jika nilai Cronbach’s Alpha>0,60. 
 
3.7 Method of Successive Interval (MSI) 
Data yang diperoleh dari dari hasil penelitian ini berupa data kuisioner yang 
menggunakan skala ukur ordinal. Sedangkan salah satu syarat untuk dapat digunakannya 
analisis regresi (parametrik) adalah data diharuskan berskala ukur metrik (minimal 
interval atau rasio). Untuk itu sebelum diolah lebih lanjut, data yang diperoleh akan 
dinaikkan skala ukurnya menjadi interval dengan menggunakan metode MSI (Method of 
Successive Interval). 
 
3.8 Uji Asumsi Klasik 
3.8.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas menguji apakah model regresi, terdapat variable 
pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi 
normalitas data, pada penelitian ini  dilakukakn uji statistik non-parametrik 
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Kolmogorov- Smirnov Test (K-S) ≥5% atau 0.05, maka data berdistribusi normal 
(Ghozali, 2016). 
 
3.8.2 Uji Heterokedastisitas 
Uji heteroskedastiatitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksmaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. 
 
3.8.3 Uji Multikolinearitas 
Uji multikonlinearitas untuk mengetahui ada atau tidak multikolineritas 
dengan menyelidiki besarnya inter kolerasi antar variable bebasnya. 
 
3.8.4 Uji Lineritas 
Uji lineritas digunakan untuk mengetahui apakah kedua variable yang 
dianalisi mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. 
 
3.8.5 Analisis Regresi Liner Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti apabila peneliti 
bermaksud meramalkan keadaan ( naik turunya ) variabel dependen (kreterium), 
bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi 
(dinaik turunkan nilainya). 
 
3.9 Uji Hipotesis 
3.9.1 Uji F 
Uji F dalam analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh variable independen secara simultan yang ditunjukan dalam tabel 
ANOVA.   
 
3.9.2 Uji  T 
Menurut Ghozali (2016) uji statistik t menunjukan seberapa jauh pengaruh 
satu variable independen secara indivisual dalam menerangkan variable 
dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 
(α=5%). 
 
3.9.3 Koefisien Determinasi 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui prensentasi variabel, 
pengetahuan pajak, penghapusan sanksi pajak dan pelayanan petugas 
SAMSAT dalam menjelaskan variabel kemauan membayar pajak Wajib Pajak 
kendaraan bermotor. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
SAMSAT (Sistem Administrasi Mangunggal Satu Atap), sistem yang 
berkerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi, PT. Jasa Raharja (Persero) dan 
Kepolisian Republik Indonesia. Latar belakang SAMSAT di Indonesia diawali 
dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, 
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Menteri Pertahanan dan keamanan ABRI, dan Menteri dalam negeri NO.POL 
KEP/13/XII/76 Nomor: KEP-1693/MK/IV/12/1976:311 Tahun 1976 tentang 
peningkatakan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Aparat Departemen 
Keuangan, Komandan Daerah Kepolisian dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah khusunya mengenai pajak kendaraan 
bermotor. 
 
4.2 Hasil Penelitian  
4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas  
4.2.1.1 Uji Validitas  
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak 
 
Variabel Pernyataan 
Uji validitas 
Kesimpulan 
Rhitung Rtabel 
Pengetahuan 
Pajak  (X1) 
1 0,820 0,1966 Valid 
2 0,838 0,1966 Valid 
3 0,817 0,1966 Valid 
Sumber:Hasil Pengujian SPSS 23, 2018. 
 
Berdasarkan tabel hasil uji validitas Pengetahuan Pajak di atas 
diketahui bahwa nilai rhitung untuk masing-masing pernyataan bernilai 0,820 
(pertanyaan pertama), 0,838 (pertanyaan kedua) dan 0,817 (pertanyaan 
ketiga) sedangkan rtabel diperoleh nilai sebesar 0,1966. Hal ini berarti semua 
nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel dengan demikian seluruh pernyataan 
pada variabel pengetahaun pajak dapat dinyatakan valid. 
 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Penghapusan Sanksi Pajak 
Variabel Pernyataan 
Uji validitas 
Kesimpulan 
Rhitung Rtabel 
Penghapusan 
Sanksi Pajak 
(X2) 
1 0,796 0,1966 Valid 
2 0,797 0,1966 Valid 
3 0,837 0,1966 Valid 
4 0,788 0,1966 Valid 
Sumber:Hasil Pengujian SPSS 23, 2018. 
 
Berdasarkan tabel hasil uji validitas penghapusan sanksi pajak di atas 
diketahui bahwa nilai rhitung untuk masing-masing pernyataan bernilai 0,796 
(pertanyaan pertama), 0,797 (pertanyaan kedua), 0,837 (pertanyaan ketiga) 
dan 0,788 sedangkan rtabel diperoleh nilai sebesar 0,1966. Hal ini berarti 
semua nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel dengan demikian seluruh 
pernyataan pada variabel penghapusan sanksi pajak dapat dinyatakan valid.  
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Tabel 4.9 
Hasil Uji Validitas Pelayanan Petugas Samsat 
Variabel Pernyataan 
Uji validitas 
Kesimpulan 
Rhitung Rtabel 
Pelayanan 
Petugas 
SAMSAT 
(X3) 
1 0,704 0,1966 Valid 
2 0,505 0,1966 Valid 
3 0,835 0,1966 Valid 
4 0,761 0,1966 Valid 
Sumber: Hasil Pengujian SPSS 23, 2018. 
 
Berdasarkan tabel hasil uji validitas Pelayanan Petugas SAMSAT 
di atas diketahui bahwa nilai rhitung untuk masing-masing pernyataan 
bernilai 0,704 (pertanyaan pertama), 0,505 (pertanyaan kedua), 0,835 
(pertanyaan ketiga) dan 0,761 sedangkan rtabel diperoleh nilai sebesar 
0,1966. Hal ini berarti semua nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel dengan 
demikian seluruh pernyataan pada variable Pelayanan Petugas SAMSAT 
dapat dinyatakan valid.  
 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas Kemauan Membayar Pajak 
 
Variabel Pernyataan 
Uji validitas 
Kesimpulan 
Rhitung Rtabel 
Kemauan 
Membayar 
Pajak (Y) 
1 0,767 0,1966 Valid 
2 0,770 0,1966 Valid 
3 0,668 0,1966 Valid 
4 0,798 0,1966 Valid 
5 0,579 0,1966 Valid 
Sumber: Hasil Pengujian SPSS 23, 2018. 
 
Berdasarkan tabel hasil uji validitas kemauan membayar pajak di 
atas diketahui bahwa nilai rhitung untuk masing-masing pernyataan bernilai 
0,767 (pertanyaan pertama), 0,770 (pertanyaan kedua), 0,835 (pertanyaan 
ketiga) dan 0,761 sedangkan rtabel diperoleh nilai sebesar 0,1966. Hal ini 
berarti semua nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel dengan demikian seluruh 
pernyataan pada variabel kemauan membayar pajak dapat dinyatakan 
valid.  
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4.2.1.2 Uji Reliabilitas  
Tabel 4.11 
Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach’Alpha Hasil 
Pengetahuan Pajak (X1) 0,765 Reliabel 
Penghapusan Sanksi Pajak (X2) 0,815 Reliabel 
Pelayanan Petugas Samsat (X3) 0,651 Reliabel 
Kemauan Membayar Pajak (Y) 0,748 Reliabel 
     Sumber: Hasil Pengujian SPSS 23, 2018. 
 
Berdasarkan tabel 4.11 diatas, didapat nilai koefisien dan nilai alpha 
untuk variabel-variabel diatas memiliki nilai lebih dari 0,60 maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa data variabel kuisioner tersebut reliable dan 
penelitian layak dilanjutkan. 
 
4.2.3 Uji Asumsi Klasik  
4.2.3.1 Uji Normalitas  
Tabel 4.12 
Tabel Kolomogrov Smirnov - Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardi
zed 
Residual 
N 100 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. 
Deviation 
2.46285788 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .048 
Positive .044 
Negative -.048 
Test Statistic .048 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
Sumber : Hasil Pengujian SPSS 23, 2018 
 Disimpulkan bahwa  model residual  memiliki nilai Asymp. Sig.(2-
tailed) yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200. Syarat normalitas dalam 
pengujian Kolmogorov-Smirnov adalah nilai Asymp. Sig.(2-tailed) lebih 
besar dari 0,05 dan dapat dinyatakan residual sudah berdistribusi normal. 
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4.2.3.2 Uji Heteroskedastisitas  
Tabel 4.13 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
. 
B
e
r
d 
B
e 
B
T 
T
e
r
l
i
h
a
t
 
b
a
h 
Semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 
sehingga variabel pengetahuan pajak, penghapusan sanksi pajak dan 
pelayanan petugas SAMSAT tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
 
4.2.3.3 Uji Multikolinearlitas  
Coefficientsa 
Model 
Unstandardi
zed 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t 
Sig
. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Toler
ance VIF 
1 (Constant) 
.850 .876  .971 
.33
4 
  
Total 
Pengetahuan 
Pajak (X1) 
-
.399 
.212 -.569 
-
1.878 
.06
3 
.109 
9.18
2 
Total 
Penghapusan 
Sanksi Pajak 
(X2) 
.094 .078 .175 1.200 
.23
3 
.468 
2.13
6 
Total Pelayanan 
Petugas 
SAMSAT (X3) 
.291 .169 .475 1.720 
.08
9 
.131 
7.64
1 
a. Dependent Variable: RES2 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardi
zed 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficient
s 
T Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Tolera
nce VIF 
1 (Constant) 7.27
0 
1.389  5.233 
.00
0 
  
Total 
Pengetahuan 
Pajak( X1) 
1.24
6 
.337 .841 3.700 
.00
0 
.109 
9.18
2 
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Sumber : Hasil Pengujian SPSS 23, 2018. 
 
Dari Tabel 4.14 terlihat bahwa variabel Pengetahuan Pajak 
memiliki nilai tolerance 0,109 dan nilai VIF 9,182, Penghapusan Sanksi 
Pajak nilai tolerance 0,468 dan VIF 2,136 dan Pelayanan Petugas 
SAMSAT nilai tolerance 0,131 dan nilai VIF 7, 641. 
Dengan data penelitian di atas tidak ada terjadi masalah 
multikolonieritas dikarenakan nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF di 
bawah 10. 
 
4.2.3.4 Uji Linearitas 
         Tabel 4.15 
Hasil Uji Linieritas variabel Pengetahuan Pajak (X1) 
 
Sumber : Hasil Pengujian SPSS 23, 2018. 
Berdasarkan hasil uji lineritas pengetahuan pajak (X1) terhadap 
kemauan membayar pajak (Y) dapat disimpulkan Sig Linearity 0,000 < 0,05 
vaiabel dikatakan lineritas. 
 
 
 
 
 
 
 
Total 
Penghapusan 
Sanksi Pajak (X2) 
.418 .124 .368 3.358 
.00
1 
.468 
2.13
6 
Total Pelayanan 
Petugas SAMSAT 
(X3) 
-
.723 
.269 -.557 
-
2.688 
.00
8 
.131 
7.64
1 
a. Dependent Variable: totally 
ANOVA Table 
 
Sum of 
Squares Df 
Mean 
Squar
e F Sig. 
TotalY * 
Total 
Pengetahu
an Pajak 
(X1) 
Between 
Groups 
(Combined) 
650.969 34 
19.14
6 
2.700 
.00
0 
Linearity 
386.375 1 
386.3
75 
54.48
3 
.00
0 
Deviation from 
Linearity 
264.594 33 8.018 1.131 
.33
0 
Within Groups 460.957 65 7.092   
Total 1111.92
6 
99    
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Tabel 4.16 
Hasil Uji Linieritas variabel Penghapusan Sanksi Pajak (X2) 
 
ANOVA Table 
 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
TotalY * Total 
Penghapusan 
Sanksi Pajak 
(X2) 
Between Groups (Combine
d) 
881.155 53 16.626 3.314 .000 
Linearity 
417.401 1 417.401 
83.20
1 
.000 
Deviation 
from 
Linearity 
463.754 52 8.918 1.778 .024 
Within Groups 230.771 46 5.017   
Total 1111.926 99    
Sumber : Hasil pengujian SPSS 23, 2018. 
Berdasarkan hasil uji lineritas penghapusan sanksi pajak (X2) 
terhadap kemauan membayar pajak (Y) dapat disimpulkan Sig Linearity 
0,000 <  0,05 variabel dikatakan lineritas. 
 
Tabel 4.17 
Hasil Uji Linieritas variabel Pelayanan Petugas SAMSAT (X3) 
 
 
Pelayanan Petugas SAMSAT (X3) terhadap Kemauan Membayar 
Pajak (Y)  dapat disimpulkan Sig Linearity 0,000 < 0,05 maka dapat 
dinyatakan semua variabel dikatakan lineritas.  
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4.2.5.3 Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 
Tabel 4.21 
Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 
 
 
 
 
 
S
Sumber : Hasil Pengujian SPPS 23, 2018. 
Dapat dilihat dari tabel 4.21 diatas bahwa nilai R Square sebesar 
0,460 atau 46%. Hal tersebut menunjukan bahwa pengaruh Pengetahaun 
Pajak (X1), Penghapusan Sanksi Pajak (X2) dan Pelayanan Petugas 
Samsat  (X3), mampu menjelaskan variasi dari variabel Kemauan 
Membayar Pajak (Y) sebesar 46% ini berarti bahwa variabel Kemauan 
Membayar Pajak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 
dapat dijelaskan oleh variabel yaitu pengetahuan pajak, penghapusan 
sanksi pajak dan pelayanan petugas pajak yang diharapkan sebesar 46%. 
Sisanya 54% ditentukan oleh variabel laian yang tidak dianalisis dalam 
penelitian ini. Diantaraanya seperti kesadaraan membayar pajak, sanksi 
perpajakan dan lainnya. 
 
4.3 Pembahasan 
4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak  Terhadap Kemauan Membayar Pajak 
Pengujian signifikan Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kemauan 
Membayar Pajak (Y) menghaslilkan nilai thitung sebesar 3,700 lebih besar dari ttabel 
1,660. Hal ini berarti thitung lebih besar dari ttabel. Nilai signifikansi lebih kecil dari 
level of significance (α=5%)  variabel pengetahuan pajak sebesar 0,00 lebih kecil 
dari 0,05 hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan Pengetahuan Pajak (X1) 
Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y). Pengetahuan pajak memberikan 
pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menujukan bahwa jika 
semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak maka akan semakin tinggi tingkat 
kemauan membayar pajak, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak 
kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Berdasarkan hasil pengujian bahwa 
pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak kendaraan 
bemotor di Kota Palembang. 
 
4.3.2 Pengaruh Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak 
Hasil pengujian menunjukan penghapusan sanksi pajak berpengaruh 
terhadap kemauan membayar pajak, dimana t hitung spenghapusan sanksi pajak 
(X2) nilai thitung 3,358 lebih besar dari nilai ttabel 1,660 dan signifikan 0,001 lebih 
kecil dari 0,05 memiliki pengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. 
 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .678a .460 .443 2.50104 
a. Predictors: (Constant), TotalX3, TotalX2, TotalX1 
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4.3.3 Pengaruh Pelayanan Petugas Samsat Terhadap Kemauan Membayar Pajak 
Variabel pelayanan petugas Samsat (X3) memiliki pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini dilihat dari nilai thitung -
2,668 lebih besar dari ttabel 1,660 dan nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari 0,05. 
Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan petugas SAMSAT 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. 
 
4.3.4Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penghapusan Sanksi Pajak dan Pelayanan 
Petugas SAMSAT Terhadap Kemauan Membayar Pajak 
Melalui hasil uji F menggunakan SPSS yang telah dilakukan penulis dalam 
penelitian ini, di dapat bahwa variabel pengetahuan pajak, penghapusan sanksi 
pajak dan pelayanan petugas pajak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap 
kemauan membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. 
 
V. Kesimpulan dan Saran 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta analisis yang telah dilakukan 
maka penulis dapat membuat kesimpulan mengenai judul penelitian ini, dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh 
positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak kendaraan 
bermotor roda 2 dan roda 4. Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan pajak 
yang rendah sehingga membuat Wajib Pajak menunggak untuk membayar 
pajak kendaraan bermotor.  
2. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penghapusan sanksi pajak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak Wajib 
Pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Hal ini dikarenakan banyak 
Wajib Pajak yang memiliki denda pajak yang terus bertambah dikarenakan 
telat untuk membayar pajak sehingga membuat Wajib Pajak tidak 
membayarkan pajaknya dengan adanya penghapusan sanksi pajak yang 
diadakan pemerintah membuat Wajib Pajak dapat membayarkan pajaknya 
kembali.  
3. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelayanan petugas SAMSAT 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak 
Wajib Pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Hal ini karena tingkat 
kemauan membayar pajak bukan karena pelayanan yang baik atau tidak. Hal 
ini karena Wajib Pajak mengetahui keharusan membayar pajak sesuai 
dengan hukum dan konsisten dengan norma-norma sehingga dianggap suatu 
keharusan dan pengetahuan tersebut sudah diketahui oleh Wajib Pajak. 
4. Pengetahuan pajak, penghapusan sanksi pajak dan pelayanan petugas 
SAMSAT terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak kendaraan 
bermotor roda 2 dan roda 4 berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan 
menggunakan uji SPSS menujukan hasil yang signifikan. Karena meskipun 
dengan melakukan uju t 1 variabel berpengaruh negatif tetapi 2 variabelnya 
berpengaruh positif dan signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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pengetahuan pajak, penghapusan sanksi pajak, dan pelayanan petugas 
SAMSAT berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak Wajib 
Pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. 
5.2 Saran 
Sesuai kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan, yaitu 
: 
1. Kantor Bersama SAMSAT harus berusaha meningkatkan upaya kemauan 
Wajib Pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara 
meningkatkan pengetahuan pajak dengan melakukan pembinaan atau 
penyuluhan tentang manfaat membayar pajak dengan tepat waktu, serta 
tentang tata cara pembayaran atau penyetoran pajak dan memberikan 
sosialisasi peraturan-peraturan pajak kendaraan bermotor yang baru. Serta 
pihak SAMSAT juga seharusnya dapat menujukan bukti nyata bahwa iuran 
pajak kendaraan bermotor yang dibayar sudah dimanfaatkan dengan  tepat 
sehingga dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak 
kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. 
2. Untuk Wajib Pajak diharapkan untuk lebih meningkatkan kemauan 
membayar pajak kendaraan bermotornya. Karena dengan meningkatakan 
kemauan dalam membayar pajak dengan tepat waktu dapat berpartisipasi 
dalam menunjang pembagunan daerah. 
3. Bagi penelitian selanjutanya yang akan melakukan penelitian untuk 
mengembangkan dan melanjukan penelitian diharapkan penelitian 
menambahkan jumlah responden serta merubah atau menambahkan variabel 
yang menjadi faktor atau penyabab Wajib Pajak tidak mimiliki kemauan 
membayar pajak kenadaraan bermotor roda 2 dan roda 4. 
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